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Pembahasan RUU PPRT
Baleg Usulkan Klausul Lindungi Pemberi Kerja

ANGGOTA Badan Legislasi
(Baleg) DPR Selly Andriany
Gantina mengusulkan agar hak
perlindungan pemberi kerja di-
masukkan dalam pembatasan
RUU Pelindungan Pekerja Ru-
mah Tangga (PPRT). Usulan it
dinilai penting untuk mencegah
tumpang tindih pengaturan seka-
ligus memastikan keadilan bagi
semua pihak dalam hubungan
kerja domeslik.

Menurut Selly, RUU PPRT
lidak seharusnya hanya berfokus
pada perlindungan pekerja ru-
mah tangga semata. Regulasi itu
juga perlu mengakomodasi ke-
pentingan pemberi kerja agar hu-
bungan kerja berjalan seimbang
dan berkeadilan

“Tidak hanya perlindungan
bagi pekerja rumah tangga,
pemberi kerja pun juga harus
diberikan perlindungan,” ujar
Selly dalam rapat dengar pen-
dapat umum (RDPU) Baleg
DPR dengan Kongres Wanita
Indonesia (Kowani) di Ruang
Rapat Baleg, Rabu (14/1/2026).

Dia menjelasken, pembentuk-
an RUU PPRT bertujuan mem-
berikan perlindungan dan

pemenuhan hak bagi pekerja
rumah tangga yang selama ini
bekerja di sektor informal. Me-
Laui regulasi itu, pekerja rumah
tangga diharapkan memperoleh
pengakuan yang sejajar dengan
jenis pekerjaan lain.

*Jadi intinya kami akan men-
cari solust terbeik terhadip peker-
ju PRT dengan mengedepankan
keadilan,” Kata legislater PDIP
ilu.

Selly bilang, dibutuhkan kem-
auan politik yang kuat dari DPR
agar pembahasan dan penyu-
sunan RUU PPRT bisa scgera
dirampunplen. Kepastian ukum
dinilai mendesak mengingat pe-
kerja rumah tangga telah puluban
fahun menghadapt kerentanan
kerja tanpa perlindungan me-
madai.

Kehadiran RUUPPRT dinilai
akan meneguhkan komitmen
negara dalam mengakui peran
pekerja rumah langga. Rego-
lasi ini juga diharapkan dapat
mengubah cara pandang terha-
dap kerja domestik yang selama
ini dilekatkan pada perempuan.
“Sekaligus membuka peluang
kesetaraan yang lebih adil dalam

FOTO: IG PRIBADI

Selly Andriany

pasar kerja," ucapnya.
Menyikapi usulan itu, Wakil
Ketua Baleg DPR Martin Ma-
nurung menegaskan, DPR ber-
komitmen segera menyelesaikan
pembahasan RUU PPRT yang
(elah belasan tahun tertahan
dalam Program Legislasi Nasio-
nal (Prolegnas). Dia menycbut,
dukungan Presiden Prabowo
Subanto juga jadi faktor penting
dalam percepatan pembahasan,
Martin mengungkapkan, du-
kungan Prabowe disampaikan
saal menerima aspirasi buruh
pada peringatan Hari Buruh

Internasional, 1 Mei 2025, Du-
kungan itu jadi dorangan moral
dan politik bagi Baleg DPR
untuk menuntaskan pembatiasan
RUUPPRT.

Politikus Partai NasDem itu
menjelaskan, Baleg telah me-
nyerap masukan dari berbagai
pemangku kepentingan, mulai
dari organisasi pekerja rumah
tangga, kementerian terkail,
hingea lembaga negara. Nanmun
demikian, perspektil dari pihak
pemberd kerja dinilai masth perlu
diperdalam agar regulasi yang
disusun lebih berimbang,

“Kita sudah banyak mende-
ngar masukan dari aspek peker-
ja. Yang mesih perlu kita dengar
secara lebih utuhadalah dar sisi
pemberi kerja, " terangnya.

Alas daser ilu, Baleg mengun-
dang Kowani sebagai organisasi
perempuan yang dinilai mampu
merepresentasikan sudul pan-
dang pemberi kerja. Kowan
memiliki legitimasi historis
an sosial yang kuat dalam isu
terschul.

“Kowani sudah berdiri sangat
lama, bahikan scusia atau lebih
tuz dari Republik Indonesia,

Karena itu kami memandang
Kowani bisa merepresentastkan
aspek pemberd kerja,” Katanya,

Pada kesempatan i, Martin
juga memaparkan perkembang-
an substansi RUU PPRT yang
engah dibahas Baleg. Definisi
pekerja rumah angga telzh di-
perjelas, termasuk pembedaan
antara PRT yang direkrut lang-
sung dan melahui pihak ketiga,
serta pengecualian hubungan
kekehuargaan,

“Kalau ada ponakan yang
linggal di rumah kita sambil
stholah dan membantu pekerja-
an rumah, it bukan pekerja
rumah tangga,” jelasnya.

Menurut Martin, fokus utama
pengaturan RUU PPRT diarah-
kan pada PRT yang dirckrut
melaluf perusahaan penyalur.
Pengaturan ini dinilai pen-
ling untuk mencegah prakiik
abusive sekaligus memastikan
perlindungan bagi pekerja dan
pembert kerja.

“Perusahaan penempatan
nantinya harus berlanggung
jawab terhadap kualitas, pelati-
han, dan aspek lainnya, " pung-
kasnya. mpvB
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